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PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 157 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN
INAPORTNET UNTUK PELAYANAN KAPAL

DAN BARANG DI PELABUHAN
(Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM 192 Tahun 2015,
tanggal 10 Desember 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa melalui Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 157 Tahun 2015, telah diatur keten-
tuan mengenai penerapan inaportnet untuk pelay-
anan kapai dan barang di pelabuhan;

bahwa dalam rangka meningkatkan dan memper-
luas Wilayah pemberién pelayanan kapal dan ba-
rang secara efektif dan efisien yang melibatkan
instansi dan pemangku kepentingan di pelabu-
han melalui sistem layanan tunggal berbasis in-
ternet secara terintegrasi sebagaimana tersebut
pada huruf a, perlu penambahan pelabuhan yang
menerapkan inaportnet;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomer PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan
inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di

Pelabuhan;

Mengingat :

K

zl-

4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4849};
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 5070}, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5731):

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
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10.

11.

12.

tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5208);

" Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka
Indonesia ANational Single Window (INSW), se-
baaimana telah diubah dengan Peraturan Pres-
iden Nomor. 35 Tahun 2012 {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomaor 8};
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Perhubungan (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan sebagaimana telah di-
ubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No-
mor PM 88 Tahun 2013 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kesyahbandaran Utama {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
628);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 629} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135
Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015Nomor 1401); :
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157
Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk
Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun® 2015 Nomor
1549);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PER-
HUBUNGAN NOMOR PM 157 TAHUN 2015 TEN-
TANG PENERAPAN INAPORTNET UNTUK PELAYAN-
AN KAPAL DAN BARANG DI PELABUHAN.

Pasal |
Ketentuan ayat (2) Pasal 5 dalam Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015
tentang Penerapan /naportnet Untuk Pelayanan Kapal
dan Barang di Pelabuhan (Berita Negara Republik In- |
donesia Tahun 2015 Nomor 1549) diubah, sehingga
Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
. Pasal b
(1) Penerapan Inaportnet secara online dilakukan se-
cara bertahap.

. (2) Tahap awal penerapan Inaportnet secara on-

line sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilak-
sanakan pada 16 {enam.belas) pelabuhan, seb-
agai berikut:

Pelabuhan Belawan;

Pelabuhan Tanjung Priok;

Pelabuhan Tanjung Perak;

Pelabuhan Makassar;

Pelabuhan Tanjung Emas;

Peiabuhan Bitung;

Pelabuhan Dumai;

Pelabuhan Banten;

Pelabuhan Batam;

Pelabuhan Panjang;

efabuhan Banjarmasin;

Pelabuhan Balikpapan;
. Pelabuhan Ambon;

Pelabuhan Sorong;

Pelabuhan Manggar; dan

Pelabuhan Tanjung Uban.
Penerapan Inaportnet di pelabuhan selain seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur
dengan Peraturan Menteri.
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(3)

Pasal lI
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan |




40 |

" PENGUMUMAN/PERATURAN PEM

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo- DIREKTUR JENDERAL
nesia, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Ditetapkan di Jakarta REPUBLIK INDONESIA,
pada tanggal 10 Desember 2015 ttd.
MENTERI PERHUBUNGAN WIDODO EKATJAHJANA
REPUBLIK IND@NESIA, '
ttd. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
IGNASIUS JONAN TAHUN 2015 NOMOR 1864
Diundangkan di Jakarta { BN )

pada tanggal 15 Desember 2015

KONSES! DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA
ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA BANDAR

UDARA UNTUK PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
(Peraturan Menteri Perhubungan R.| Nomor PM 193 Tahun 2015,
tanggal 14 Desember 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Untuk Pelayanan Jasa Kebandarugdaraan;
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Mengingat :
Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
a. bahwa dalam Pasal 235 Undang-Undang Nomor Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indone-
1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah diatur -sia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran
bahwa pelayanan jasa kebandarudaraan dapat Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
dilakukan oleh badan usaha bandar udara dalam 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia” Nomor
bentuk konsesi dan/atau bentuk kerjasama lain- 40 Tahun 2012 Tentang Pembangunan dan Pele-
nya setelah mendapat persetujuan Menteri dan starian Lingkungan Hidup Bandar Udara {(Lem-
dituangkan dalam perjanjian; baran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
b. bahwa dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah No- Nomor 71, Tambahan Lembara Negara Repubiik
mor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan indonesia Nomor 5295);
Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara telah | 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor |
diatur bahwa Unit Penyelenggara Bandar Udara - 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Mi-
atau Badan Usaha Bandar Udara dapat melaku- lik Negara/Daerah {Lembaran Negara Repubiik In-
kan kerjasama dengan badan hukum Indonesia donesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lem-
untuk pembangunan dan/atau pengembangan - baran Negara Republik Indonesia Nomor 5583}];
Bandar Udara; 4, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Nega-
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mene- ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8};
tapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang = 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 ten-
Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara tang Kementerian Perhubungan (Lembaran Nega-
Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
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